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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI BANTEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 800/ 62z -Kesbangpol/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 17 Peraturan Gubernur Banten Nomor 23
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu pada Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);



10.

11,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun
2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun
2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi
Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Banten Nomor 44);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor GG6);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun
2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun
2013 Nomor 14);



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
Publik dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2021 Nomor 23);

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2022;

Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.325-
Huk/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan Badan Layanan Umum  Daerah,
Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum
Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani
Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Berwenang
Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan,
Bendaraha Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran
Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan
Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu Pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu PPID Utama melaksanakan
tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;,

b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada
PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan
sekali atau sesuai kebutuhan;

c. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan
Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya,;



d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon
Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima,

e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan
dan data lingkup komponen di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
menjadi bahan Informasi Publik; dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan
teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi
kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai
dengan kebutuhan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

it

A ARIYANTO

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten (sebagai laporan);

2. Yth. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);

3. Yth. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);

4. Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Provinsi Banten selaku PPID Utama;
Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten;
Yth. Yang bersangkutan.
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Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran

Nomor
Tanggal : 5 Januari 2022

: 800/ 02 -Kesbangpol/2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

No.

Jabatan dalam PPID Pembantu

Nama/Jabatan

Penanggung Jawab/
Atasan Langsung PPID Pembantu

Drs. Ade Ariyanto, M.Si.
Kepala Badan

2. | PPID Pembantu Epi Rustam, S.Kom., MM.
Sekretaris Badan
3. | Bidang Pelayanan Informasi | Dina Gardiana Prafitasari, SE., M.Si.
dan Dokumentasi Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
4. | Bidang Pengolahan Data dan Agus Erik Saptapriana, S.IP.

Klasifikasi Informasi

Kepala Sub Bagian Program,
Evaluasi dan Pelaporan

KEPALA BADAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

ADE ARIYANTO




